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PENETAPAN
Nomor 3340/Pdt.G/2020/PA.Ckr

I
s N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan
oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pacitan 26 Februari 1995, umur 25 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;
Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 01 April 1994, umur 26 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
tempat tinggal di, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang dengan register perkara Nomor 3340/Pdt.G/2020/PA.Ckr,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan
telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 24
September 2020, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 H,

dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor
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2179/Pdt.G/2020/PA.Ckr yang dibuktikan dengan Akta Cerai No.
2279/AC/2020/PA.Ckr;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXX, Perempuan, Umur 3
tahun, Lahir di Bekasi, 19 Mei 2017;

3. Bahwa sejak bercerai, 1 (satu) orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat
(Bapak Kandung);

4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin
mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan
psikologi jika di asuh oleh Tergugat (Bapak Kandungnya) karena anak
tersebut masih dibawah umur, serta untuk mengurus administrasi yang
lainnya dikemudian hari;

5. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan
ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam perkara ini dan karenanya
memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang menghukum Tergugat untuk
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu
Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat
lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjde) dalam perkara ini;

6. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah /
pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Perempuan,
Umur 3 tahun, Lahir di Bekasi, 19 Mei 2017;
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3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar
Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada
Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi putusan yang berkekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan
nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya
untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis
telah menunjuk Khalid Ghailea, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan
upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator
yang bersangkutan tertanggal 21 Desember 2020 menyatakan upaya mediasi
tidak terlaksana;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan
secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor
3340/Pdt.G/2020/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke
persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan
oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara
telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenannya Majelis Hakim
telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh
mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Khalid Gailea,
S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator
tersebut tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya
mediasi dalam perkara ini tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan
permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka
berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun
telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak
diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv
masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai
permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Ry;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam
proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
diperhitungkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3340/Pdt.G/2020/
PA.Ckr dari Penggugat;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam
register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 519.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Drs. H. Sayulti,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sayuti
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Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran 'Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan ‘Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan :Rp 400.000,00
5. Biaya Redaksi 'Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp 9.000,00

JUMLAH ‘Rp 519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
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